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ABSTRACT 

 

The issuance of land title certificates aims to provide legal certainty and legal 

protection for land rights holders. However, in practice, the issuance of duplicate 

land certificates remains a significant issue that often leads to land disputes. One 

such case is reflected in the Decision of the Semarang Administrative Court 

Number 88/G/2024/PTUN.SMG concerning the issuance of a duplicate Certificate 

of Ownership (SHM) Number 5199/Gedong through the Complete Systematic Land 

Registration (PTSL) program. This study aims to examine the chronology of the 

issuance of the duplicate certificate, analyze the factors contributing to its 

occurrence, and assess the implementation of the Administrative Court's decision 

by the Karanganyar Land Office. 

This study employs a normative juridical research method using statute 

approach. Data were collected through a literature review of laws and regulations, 

court decisions, and supported by primary data obtained from interviews with 

officials of the Karanganyar Land Office. The data were analyzed by examining 

legal facts, statutory provisions, and interview findings. 

The results indicate that the duplicate certificate resulted from the issuance 

of Certificate of Ownership (SHM) Number 5199/Gedong under the PTSL program 

on a portion of land that had previously been registered as Certificate of Ownership 

(SHM) Number 1909/Gedong. The occurrence of the duplicate certificate was 

influenced by both internal and external factors. Based on the Decision of the 

Semarang Administrative Court Number 88/G/2024/PTUN.SMG, Certificate of 

Ownership (SHM) Number 5199/Gedong was declared null and void. 

Subsequently, the Karanganyar Land Office followed up the decision by proposing 

the cancellation of the legal product to the Regional Office of the National Land 

Agency of Central Java Province in accordance with the Regulation of the Minister 

of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency 

Number 21 of 2020. This study highlights the importance of improving accuracy in 

land registration procedures, verifying both physical and juridical data, and 

updating the land administration database to prevent the recurrence of duplicate 

land certificates. 

 

Keywords: Duplicate Land Certificate, Land Registration, Administrative Court, 

Complete Systematic Land Registration (PTSL), Cancellation of Land Rights 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam 

Pasal 1 Butir (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 (UUD 1945). Salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan negara 

hukum, yaitu adanya jaminan kepastian hukum dalam penguasaan, pemilikan, 

penggunaan, serta pemanfaatan tanah. Tanah merupakan sumber daya agraria 

utama yang memiliki fungsi sosial, ekonomi, dan ekologis dan sangat penting 

bagi kehidupan masyarakat. Dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa bumi, air, dan 

kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.  

Dalam rangka mewujudkan amanat dalam Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945, 

Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA menjadi landasan 

hukum dalam memberikan jaminan kepastian hukum mengenai hak-hak atas 

tanah bagi seluruh rakyat Indonesia (Musmuliadi dkk., 2023). Jaminan 

kepastian hukum diwujudkan oleh Pemerintah dengan penyelenggaraan 

pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia yang diatur dalam 

Pasal 19 UUPA (Harsono, 2008). Pendaftaran tanah dilaksanakan melalui 

serangkaian kegiatan yaitu pengukuran pemetaan dan pembukuan tanah, 

pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hak, kemudian pemberian surat tanda 

bukti hak sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Pendaftaran tanah di Indonesia awalnya diatur dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, kemudian 

disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 pada 

tanggal 8 Oktober 1977 (Yamin & Zidar, 2018). Ketentuan pelaksana diatur 

lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 
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Seiring dengan penyesuaian terhadap perkembangan hukum dan dinamika 

administrasi pertanahan, peraturan ini beberapa kali mengalami perubahan. 

Perubahan pertama dilakukan melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan 

Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, setelah itu diubah dengan 

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional 

Nomor 7 Tahun 2019. Terakhir, pada tahun 2021 diterbitkan Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Rangkaian perubahan ini menunjukkan 

adanya komitmen pemerintah untuk terus menyempurnakan peraturan 

mengenai pendaftaran tanah di Indonesia. 

Menurut Pasal 1 Butir 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 

secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, dengan tahapan 

pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, serta pemeliharaan data 

fisik dan yuridis dalam bentuk daftar dan peta bidang tanah maupun satuan 

rumah susun. Tujuan utama pelaksanaan pendaftaran tanah adalah memberikan 

kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah (Santoso, 

2019). Sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran tanah tersebut, diterbitkan 

sertipikat sebagai surat tanda bukti kepemilikan hak atas tanah dari pemerintah 

(Ruing dkk., 2024). Sertipikat merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas 

tanah yang sah secara hukum. Pelaksanaan kegiatan pendaftaran tanah dibagi 

menjadi dua jenis yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan sistematik. 

Pendaftaran tanah secara sporadik merupakan kegiatan pendaftaran tanah 

pertama kali yang dilakukan terhadap satu atau beberapa objek tanah dalam 

wilayah desa atau kelurahan, baik secara perorangan maupun kelompok, tetapi 

tidak dilakukan secara serentak. Sedangkan pendaftaran tanah sistematik 

merupakan proses pendaftaran tanah pertama kali yang dilaksanakan secara 

serentak dan mencakup seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum terdaftar 
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di suatu wilayah desa atau kelurahan, seperti dalam program Pendaftaran 

Tanah Sistematik Lengkap (PTSL). 

Meskipun pendaftaran tanah sudah dilaksanakan secara sistematik dan 

sporadik untuk menjamin kepastian hukum, dalam pelaksanaannya masih 

menghadapi berbagai permasalahan serius. Salah satu permasalahan yang 

sering muncul adalah terbitnya sertipikat ganda (Khan, 2021). Sertipikat ganda 

adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata 

Ruang/Badan Pertanahan Nasional akibat dari kesalahan dalam proses 

pendataan, pengukuran, atau pemetaan, yang menyebabkan terbit dua sertipikat 

atau lebih atas obyek tanah yang sama dan berdampak pada penguasaan seluruh 

maupun sebagian tanah milik pihak lain (Pranoto & Sunarno, 2020). 

Keberadaan sertipikat ganda berpotensi menimbulkan sengketa pertanahan 

yang rumit dan merugikan para pihak yang berkepentingan. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menerima berbagai 

pengaduan sengketa pertanahan berkaitan dengan sertipikat yang objeknya 

berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Karanganyar. Dalam kurun 

waktu tahun 2021 hingga Oktober 2025, jumlah sengketa dan perkara 

pertanahan yang ditangani fluktuatif dan menunjukkan angka yang cukup 

tinggi. Data dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

Tabel 1. 1 Data Statistik Jumlah Sengketa dan  

Perkara Tahun 2021 hingga Oktober 2025 

No Tahun 
Jumlah Sengketa 

(kasus) 

Jumlah Perkara 

(kasus) 

1 2021 9 51 

2 2022 19 42 

3 2023 14 34 

4 2024 16 40 

5 s/d Oktober 2025 10 46 

Jumlah 68 213 

Sumber: Data Sengketa dan Perkara  

di Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar 

 

Data tersebut menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun 

terakhir, Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar menghadapi 68 (enam 

puluh delapan) kasus sengketa pertanahan dan 213 (dua ratus tiga belas) 
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perkara hukum yang masuk ke ranah pengadilan, baik melalui Pengadilan Tata 

Usaha Negara (PTUN) maupun Peradilan Negeri (PN). Perbandingan antara 

jumlah sengketa dan jumlah perkara memperlihatkan adanya kesenjangan yang 

cukup signifikan, yaitu jumlah perkara lebih besar dibandingkan sengketa. Hal 

ini terindikasi sebagai lemahnya penyelesaian sengketa di tahap awal atau 

administratif, sehingga mendorong para pihak untuk menempuh penyelesaian 

melalui jalur hukum. Tingginya angka sengketa dan perkara tersebut 

membuktikan bahwa sistem administrasi pertanahan belum sepenuhnya 

mampu menjamin prinsip kepastian hukum. 

Salah satu perkara pertanahan yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan 

Kabupaten Karanganyar tersebut telah disidangkan di Pengadilan Tata Usaha 

Negara Semarang Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG dengan penggugat Sdr. 

Sunardi dan tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar. 

Penggugat yaitu Sdr. Sunardi adalah pemilik Sertipikat Hak Milik No. 

1909/Gedong seluas 7.714 m², terletak di Kelurahan Gedong, Kecamatan 

Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. Berdasarkan riwayatnya, tanah 

tersebut diperoleh dari kegiatan jual beli antara Sdr. Sunardi (Pembeli) dengan 

Sdr. Parto Sariyun, Sdr. Sadiyo, dan Sdri. Sadinah (Penjual) dicatat pada akta 

jual beli nomor 640/15/Kra/1994 tanggal 1 Februari 1994. Sejak awal Sdr. 

Parto Sariyun meminta kepada Sdr. Sunardi untuk diperbolehkan mengerjakan 

sebagian kecil tanah tersebut yang dekat dengan sungai untuk ditanami padi 

guna kelangsungan hidupnya, sehingga diizinkan karena rasa belas kasihan.  

Namun, pada tahun 2022 dilaksanakan kegiatan PTSL di Kelurahan 

tersebut dan terbit Sertipikat Hak Milik No. 5199/Gedong seluas 1.621 m² atas 

nama Sdr. Parto Sariyun di atas bidang tanah yang sama dengan Sertipikat Hak 

Milik No. 1909/Gedong. Sertipikat Hak Milik No. 5199/Gedong terbit 

berdasarkan Letter C No. 1545 Persil 237 D.IV atas nama Sdr. Parto Sariyun. 

Akibat dari permasalahan tersebut maka Sertipikat Hak Milik No. 

5199/Gedong digugat melalui PTUN Semarang. Hasil putusan PTUN 

Semarang tanggal 18 Maret 2025 menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat 

Hak Milik No. 5199/Gedong atas nama Sdr. Parto Sariyun dan memerintahkan 

pembatalannya, artinya terdapat pelanggaran terhadap asas-asas umum 
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pemerintahan yang baik (AUPB) oleh pejabat Tata Usaha Negara dalam 

menerbitkan keputusan administratif tersebut. Pelaksanaan pendaftaran tanah 

seharusnya menjadi instrumen utama untuk mewujudkan kepastian hukum 

tetapi masih menghadapi permasalahan serius, khususnya terkait munculnya 

sertipikat ganda yang berpotensi menimbulkan sengketa dan merugikan 

masyarakat. Sehingga perlu dilakukan analisis yuridis dengan menelaah suatu 

peristiwa, kasus, atau masalah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. 

Permasalahan ini menjadi penting dan menarik untuk dianalisis guna 

mengetahui akar penyebab terjadinya sertipikat ganda, sehingga kejadian 

serupa dapat dicegah dan tidak terulang kembali di kemudian hari. 

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan diatas, akan dilakukan kajian 

dan penelitian mengenai permasalahan tersebut dengan judul “Analisis 

Yuridis Penerbitan Sertipikat Ganda (Studi Putusan PTUN Nomor 

88/G/2024/PTUN.SMG)”. Permasalahan tentang pertanahan yang saat ini 

terjadi di Indonesia menjadi perkara yang sensitif dan menyebabkan konflik 

berkepanjangan sehingga perlu dikaji kembali mengenai sertipikat ganda untuk 

mengetahui kronologi terjadinya kasus tersebut, faktor penyebab dan tindak 

lanjut pelaksanaan putusan PTUN Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG oleh Kantor 

Pertanahan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana terjadinya sertipikat ganda pada putusan PTUN Nomor 

88/G/2024/PTUN.SMG? 

2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya sertipikat ganda pada putusan 

PTUN Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG? 

3. Bagaimana tindak lanjut pelaksanaan putusan PTUN Nomor 

88/G/2024/PTUN.SMG oleh Kantor Pertanahan? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Selaras dengan rumusan masalah yang sudah tertulis, maka penelitian ini 

bertujuan untuk: 

a. Mengetahui kronologi terjadinya sertipikat ganda pada putusan PTUN 

Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG; 

b. Mengetahui faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda pada putusan 

PTUN Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG; 

c. Mengetahui tindak lanjut pelaksanaan putusan PTUN Nomor 

88/G/2024/PTUN.SMG. oleh Kantor Pertanahan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik dari aspek akademis, 

sosial, maupun praktis, yaitu:  

a. Dalam aspek akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang hukum agraria, 

selain itu diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang mengkaji perkara pertanahan dan pendaftaran tanah 

di Indonesia. 

b. Dalam aspek sosial 

Penelitian ini bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 

mengenai pentingnya kepastian hukum, serta memahami risiko 

hukum yang timbul akibat dari terbitnya sertipikat ganda. 

c. Dalam aspek praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Kantor 

Pertanahan dalam meningkatkan ketelitian dan kehati-hatian dalam 

proses pendaftaran tanah, khususnya dalam kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Hasil penelitian ini juga dapat 

dimanfaatkan oleh praktisi hukum sebagai referensi dalam menangani 

permasalahan sertipikat ganda. 
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BAB VII  

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Yuridis Penerbitan 

Sertipikat Ganda (Studi Putusan PTUN Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG), maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Terjadinya sertipikat ganda pada Putusan PTUN Nomor 

88/G/2024/PTUN.SMG bermula dari diterbitkannya Sertipikat Hak Milik 

Nomor 5199/Gedong atas nama Sdr. Parto Sariyun melalui kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2022 pada sebagian 

bidang tanah yang sebelumnya telah terdaftar sebagai Sertipikat Hak Milik 

Nomor 1909/Gedong atas nama Sdr. Sunardi sejak tahun 1993. Adanya 

dua sertipikat pada objek tanah yang sama kemudian menimbulkan 

sengketa yang diselesaikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara 

Semarang. Berdasarkan proses pemeriksaan persidangan terhadap alat 

bukti, saksi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 

pertanahan, Majelis Hakim menyatakan bahwa penerbitan Sertipikat Hak 

Milik Nomor 5199/Gedong tidak sesuai dengan ketentuan pendaftaran 

tanah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 

tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997.  

Oleh karena itu, melalui Putusan PTUN Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG, 

Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, menyatakan batal 

Sertipikat Hak Milik Nomor 5199/Gedong, mewajibkan Kepala Kantor 

Pertanahan Kabupaten Karanganyar untuk mencabut sertipikat tersebut, 

serta menghukum Tergugat membayar biaya perkara sebesar 

Rp.4.865.500,- (empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu lima ratus 

rupiah). 
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2. Faktor penyebab terjadinya sertipikat ganda pada putusan PTUN Nomor 

88/G/2024/PTUN.SMG dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor 

eksternal. Faktor internal ini berasal dari ketidakcermatan dalam 

penetapan batas bidang tanah, kelemahan verifikasi data fisik dan data 

yuridis, belum optimalnya data spasial pertanahan, dan lemahnya 

pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan PTSL. Sementara itu, faktor 

eksternal berasal dari adanya manipulasi tanda tangan persetujuan batas, 

kesalahan penunjukan letak dan batas tanah oleh pemohon, perbedaan 

dasar alas hak yang digunakan para pihak karena alas hak berpotensi palsu 

karena tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Faktor internal yang paling 

dominan adalah ketidakcermatan dalam proses penetapan batas bidang 

tanah dan belum optimalnya data spasial pertanahan. Sementara itu faktor 

eksternal yang paling dominan adalah manipulasi tanda tangan pada Surat 

Pernyataan Pemasangan Tanda Batas dan Persetujuan Pemilik yang 

Berbatasan. Kombinasi dari beberapa faktor tersebut menjadi penyebab 

utama terjadinya sertipikat ganda pada perkara ini. 

3. Tindak lanjut pelaksanaan Putusan PTUN Nomor 88/G/2024/PTUN.SMG 

oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karanganyar telah dilaksanakan sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan melalui mekanisme pembatalan 

produk hukum sebagai pelaksanaan putusan pengadilan yang telah 

berkekuatan hukum tetap. Kantor Pertanahan telah menerima permohonan 

pembatalan, melakukan penelitian administrasi, dan mengusulkan 

pembatalan Sertipikat Hak Milik Nomor 5199/Gedong kepada Kepala 

Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah. Hingga penelitian ini selesai, 

proses pembatalan masih menunggu diterbitkannya Surat Keputusan 

Pembatalan oleh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah 

dengan Nomor Surat B/MP.01.03/1077-33.13/XII/2025 tanggal 16 

Desember 2025 perihal Permohonan Pembatalan Produk Hukum 

(Lampiran 11). 
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B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis 

memberikan beberapa saran sebagaimana berikut: 

1. Bagi Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, 

Kantor Wilayah BPN, dan Kantor Pertanahan, perlu meningkatkan 

kualitas verifikasi data fisik dan data yuridis sebelum pelaksanaan 

penerbitan sertipikat. Peningkatan asas kecermatan dalam setiap tahapan 

pendaftaran tanah perlu dilakukan terutama pada penelitian data yuridis, 

pengecekan riwayat tanah, penetapan batas bidang tanah, serta validasi 

data spasial sebelum sertipikat diterbitkan. Perlu dilakukan peningkatan 

data KW456 yang belum diketahui posisi spasialnya secara pasti dalam 

peta pendaftaran.  

2. Bagi Pemerintah Desa/Kelurahan 

 Setiap perubahan kepemilikan maupun peralihan hak atas tanah agar 

dicatat dengan tertib dan diperbarui secara berkala agar tidak terjadi 

penggunaan Letter C Desa/Kelurahan yang berbeda untuk objek tanah 

yang sama. Selain itu sebelum menerbitkan dokumen yang menjadi dasar 

pendaftaran tanah Pemerintah Desa/Kelurahan perlu melakukan 

pengecekan terhadap riwayat tanah dan berkoordinasi dengan Kantor 

Pertanahan jika ditemui keraguan mengenai status bidang tanah. Upaya 

tersebut diharapkan dapat mengurangi kesalahan administrasi sejak tahap 

awal serta mencegah penerbitan sertipikat ganda. 

3. Bagi masyarakat 

 Masyarakat diharapkan memberikan informasi yang benar mengenai 

riwayat penguasaan tanah, kejelasan batas bidang tanah bersama dengan 

pemilik berbatasan, dan kelengkapan dokumen yang digunakan dalam 

pendaftaran tanah. Agar masyarakat aktif dalam menghadiri penetapan 

batas bidang tanah dan memberikan informasi yang benar kepada petugas 

Kantor Pertanahan maupun petugas Desa/Kelurahan untuk mengurangi 

terjadinya sengketa maupun sertipikat ganda di kemudian hari. Apabila 

terjadi sengketa pertanahan, masyarakat diharapkan segera melaporkan ke 

Kantor Pertanahan untuk dibantu penyelesaiannya. 
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4. Bagi mahasiswa dan peneliti selanjutnya 

 Penelitian ini masih terbatas pada satu putusan PTUN sehingga penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat membandingkan beberapa putusan 

mengenai sertipikat ganda di berbagai daerah atau mengkaji efektivitas 

sistem pertanahan digital dalam mencegah terjadinya sertipikat ganda. 

Selain itu metode IRAC dapat dikembangkan untuk menganalisis perkara 

pertanahan lainnya sehingga memberikan gambaran yang lebih 

komprehensif. 
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